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ada bulan Maret 2007, Dewan Perwakilan Rakyat telah mensah (8
dang Undang Penanaman Modal yang baru untuk menggant|
penanaman modal yang selama ini berlaku, baik dalam UUI
UUPMA, yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Mol
merupakan kodifikasi (penggabungan) pengaturan penanaman modal,
tur dalam peraturan perundcng—undongan yang terpisah antara pena
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Disadari sepenuhnya bahwa bukan merupakan hal yang mudah
untuk melahirkan suatu tulisan berkaitan dengan kehadiran suatu
perundang undangan baru, seperti halnya dengan UU No 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu, patut diberikan
penghargaan kepada seorang akademisi sekaligus praktisi kepada
penulis buku ini sebagai salah seorang alumnus Program Pascasarjana
Magister 1lmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang sekaligus
rnengabdikan ilmu dan pengetahuannya pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia.

Kehadiran buku ini yang berjudul ; “KOMENTAR DAN
PEMBAHASAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”, kiranya dapat ber-
manfaat bagi semua pihak, baik bagi Pemerintah maupun bagi para
penanam modal serta kalangan akademisi, mahasiswa dan masyatakat

luas.
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Bagian |

PENDAHULUAN

cara konstitusional, melalui pasal 33 UUD 1945 telah ditetap-
wa salah satu tujuan dari pembentukan pemerintahan Negara
untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Atas dasar inilah,
melalui Program Pembangunan Nasional (Propernas)
enetapkan tujuan dan arah pembangunan nasional untuk
idkan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan di
bidang, termasuk pembangunan bidang ekonomi. Hal inilah
|anjutnya mendasari pembentukan seluruh peraturan
ng-undangan di bidang perekonomian, termasuk bidang
an modal.

erkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi

ari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan
| upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
takan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi
njutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
I, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta
npatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistim
nomian yang berdaya saing.

Dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal selama ini,
i memperhatikan dan mengadakan evaluasi terhadap kurang
40 (empat puluh) tahun berlakunya peraturan perundang-
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Bagian I Pendahuluan

investor. Secara prinsip, aturan yang tersebut dalam UUPM tidak jauh
berbeda dengan aturan yang sebelumnya terdapat dalam UU No. 1
tahun 1967 serta PP No. 20 tahun 1994 yang memberikan maksimum
kepemilikan saham asing hingga 95 % pada bidang-bidang usaha
yang menguasai hajat hidup orang banyak.
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Bagian I

TINJAUAN PASAL DEMI PASAL

UU NO. 25 TAHUN 2007
'TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
n undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

‘enanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
haik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
sing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

A nanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal
intuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang
lilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan mempergunakan
modal dalam negeri.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
nelakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam
nodal dalam negeri.

nanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal
nlam negeri maupun penanaman modal asing.
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Bagian II Tinjauan Pasal Demi Pasal

Diantaranya adalah terhadap U
UU No. 15 tahun 1992 ten
tentang Perbankan, dan

perundang—undangan dimaksud.
No. 40 tahun 1998 tentang Pers, "
Penerbangan, UU No. 10 tahun 19
sebagainya.

Pasal 40

gg
g
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| Baglan Il

' PENUTUP

gkatan peran penanaman modal harus tetap dalam koridor -
_pembangunan nasional yang direncanakan dengan tetap
koh kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi
yah. scktor. pelaku usaha dan kelompok masyarakat.
peran usaha nasional serta memenuhi kaidah tata kelola
yang baik (good corporate govermance).

atur masalah pemberlakuan UuUPM

‘ baran
tanggal diudangkan dan penem}?atannya dal;m:lr :t:;ns :am
Republik Indonesia adalah sesual dengan persy i il
ngang untuk terpenuhi azas “pengetahu;n uara”

?anggal penempatannya dalam Lembaran Negara .

Pasal 40 UUM meng

memperhatikan pengaturan dalam UUPM dapat diketahui
il cukup banyak peraturan perundangan sektoral yang

dengan kegiatan penanaman modal yang tentunya
Wi pengaturan lebih lanjut untuk adanya sinkronisasi dan
Altar peraturan perundang-undangan. Misalnya adalah
n harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang
I, pers. penerbangan. kehutanan dan lain sebagainya.

UUPM menuntut pemerintah untuk membuat dan
rbagai aturan organik sebagai peraturan pelaksana
lsusnya yang mengatur masalah-masalah diantaranya
berikut :

engenai penerapan dan pemberlakuan azas perlakuan
i tidak membedakan asal negara.

lengenal Rencana Umum Penanaman Modal yang

125
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Bagian Il Penutup

memuat kebijakan dasar penanaman modal.

3. Pengaturan mengenai transfer dan repatriasi modal.
4. Pengaturan mengenai pengal

bagi sumber daya alam yan
berian fasilitas kepada penanai I

g tidak terbarukan.

5. Pengaturan mengenai pem

6. Pengaturan mengenai tata
satu pintu.

7. Dan lain-lain yang sifatnya lebih operas

Kiranya, dengan kehadiran UUPM ini, apa yang dll.c
sebagai tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud de'ml _tcru:
tujuan negara sebagaimana diamanatkan secara konst'ltusmnu
UUD tahun 1945 demi tercapainya masyarakat adil dan m
berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

ional.

okasian dana untuk pemulihan |

cara dan pelaksanaan pelayanan &
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